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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Terhadap Judex Factie Dalam Tindak
pidana Narkotika Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022”.
Rumusan masalah yang diangkat dalam Skripsi ini yaitu: 1 Apa dasar
pertimbangan hakim mahkamah agung terhadap kesalahan judex factie dalam
tindak pidana narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061
K/Pid.Sus/2022, 2. Bagaimana pengaturan maupun pelaksanaan rehabilitasi
terhadap terdakwa yang diputus bebas menurut hukum acara yang berlaku di
Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode normatif yang didukung data
empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan
analisis. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah
studi kepustakaan dan wawancara serta metode deduktif dalam penarikan
kesimpulan. Dalam penelitian ini menitik beratkan pada bahan-bahan hukum yang
diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif, bahwa apa yang menjadi
pertimbangan hakim mahkamah agung terhadap kesalahan judex factie dalam
tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 dapat
dibenarkan dan pengaturan maupun pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa
yang diputus bebas menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia sudah
berjalan cukup baik dengan mencantumkan putusan rehabilitasi pada putusan

hakim.
Kata Kunci : Mahkamah Agung, Judex Factie, Rehabilitasi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum harus melaksanakan upaya penegakan
hukum sebaik mungkin. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan
kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Hal ini diperlukan adanya harmonisasi
dari unsur-unsur, mulai dari substansi, struktur atau aparaturnya, dan juga
didukung oleh kulturnya .* Tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga yang
melakukan penegakan hukum dilakukan sesuai proporsi ruang lingkup masing-
masing, serta berdasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung
tujuan yang harus digapai. Penegakan hukum selain bergantung pada titik
kesadaran hukum di masyarakat sangat banyak bergantung oleh aparat penegak
hukum itu sendiri. Beberapa oknum penegak hukum yang tidak melakukan suatu
ketentuan hukum sebagaimana mestinya seperti pelaksanaan oleh penegak hukum
itu sendiri yang menyimpang dari norma dan prinsip hukum yang berlaku. Oleh
karena itu sering terjadi penegakkan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik
menurut masyarakat.

Salah satu lembaga penegak hukum yaitu lembaga peradilan mempunyai

peran penting dalam hal keberlangsungan dan keseimbangan hukum di Indonesia.

! Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian,Keadilan
Dan Kemanfaatan, Warta Edisi 60, no. April (2019): 91-96. di akses dari
https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349 pada 29 Agustus 2022.



https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349

Kebebasan peradilan merupakan essensialia daripada suatu negara hukum saat ini
dimana kekuasaan kehakiman seharusnya merdeka dan bebas dari pengaruh unsur
eksekutif, legislatif serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan
bernegara dan tegak tidaknya prinsip Rule of Law. Sesuai dalam Pasal 1 Undang-
undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:?

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia”.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan tersebut di atas
adalah bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak
eksternal yudisial kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI
Tahun 1945. Wewenang kehakiman bersifat tidak mutlak dalam hal melaksanakan
kebebasan karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum yang berkeadilan
berdasarkan konstitusi yaitu Pancasila sehingga dalam putusan hakim harus
mencerminkan keadilan rakyat Indonesia. Pelaku kekuasaan kehakiman ialah
hakim pada Mahkamah Agung dan hakim yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan hakim pada

pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut serta

mahkamah kosntitusi.?

2Indonesia,Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman , LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 1.

3Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum,” no. 4
(2017). Di akses dari https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15548/12671 pada 1
September 2022.



https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15548/12671

Hakim berkedudukan sebagai pejabat Negara. Memiliki tugas dan
wewenang melaksanakan tugas-tugas kekuasaan kehakiman. Memeriksa,
mengadili dan memutus perkara di pengadilan. Hakim memiliki tanggung jawab
untuk dapat memastikan bahwa penyelesaian perkara dapat berjalan dengan
lancar. Mulai dari penerimaan perkara hingga penyelesaian perkara. Dalam proses
penyelesaian perkara, seorang hakim harus mempunyai kapabilitas yang cukup,
Penguasaan terhadap hukum formil dan materiil mutlak dikuasai oleh hakim.
Serta harus memahami esensi, mekanisme dan teknis menegakkan dan
menemukan hukum. Memutuskan suatu perkara hakim tidak hanya berpatokan
pada asas keadilan dan kepastian hukum melainkan harus terdapat asas
kemanfaatan dalam hal itu. Oleh karena itulah hakim dapat disebut dengan
“jantung pengadilan” yakni dengan tanggung jawabnya yang begitu besar.*

Ada dua jenis tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara
pengambilan keputusan, yaitu judex factie dan judex jurist. Arti judex factie
dalam hukum adalah majelis hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
yang wajib memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan
menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta dan bukti dari
perkara tersebut dipersidangan. °Sedangkan judex jurist sendiri dikenal dengan

majelis hakim tingkat selanjutnya yang memeriksa hukum dari suatu perkara dan

*Muhammad Ismail, dkk, Hakim Sebagai Jantung Di Pengadilan. 1-25. Di akses dari
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hakimsebagai-jantung-di-
pengadilan-oleh-muhammad-ismail-s-h-i-musthofa-s-h-i-m-hdan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-
15-4 pada 29 Agustus 2022.

>Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung
Sebagai Judex Juris Ataukah Judex Factie : Kajian Terhadap Asas, Teori Dan Praktek. (Bogor,
2013). him. 141.



https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hakimsebagai-jantung-di-pengadilan-oleh-muhammad-ismail-s-h-i-musthofa-s-h-i-m-hdan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-15-4
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hakimsebagai-jantung-di-pengadilan-oleh-muhammad-ismail-s-h-i-musthofa-s-h-i-m-hdan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-15-4
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hakimsebagai-jantung-di-pengadilan-oleh-muhammad-ismail-s-h-i-musthofa-s-h-i-m-hdan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-15-4

menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta perkara tersebut. Hal ini sesuai
dengan isi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung yakni:

“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a.

permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; c.

permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.”®

Salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi oleh bangsa
Indonesia dewasa ini ialah semakin maraknya tindak pidana narkotika. Hal ini
didukung dengan adanya data prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan
narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021.
Resiko perempuan yang terpapar narkoba juga dalam setahun terakhir mengalami
peningkatan dari 0.20% pada 2019 menjadi 0,21% di tahun 2021. Adanya
peningkatan keterpaparan narkoba terutama di lingkup pedesaan terhadap kategori
kelompok umur 15-24 dan 50-64 tahun. Hal ini berarti narkotika tidak pandang
bulu untuk menyerang siapa saja dan dimana saja.” Akibatnya masyarakat
Indonesia sedang dihadapkan pada situasi yang menakutkan seiring semakin
banyaknya penggunaan secara tidak sah berbagai jenis narkotika, Situasi ini
semakin dibenarkan akibat adanya peredaran gelap narkotika yang telah

menyusuri ke setiap lapisan masyarakat, termasuk di kalangan anak muda. Tidak

hanya melanda masyarakat, kekhawatiran ini juga berlaku kepada penegak hukum

6 Indonesia,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Pasal 28 Ayat 1.

" PUSLIDATIN BNN, Indonesia Drugs Report 2022 (Jakarta Timur: Pusat Penelitian,
Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022).



terkhususnya hakim dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus narkotika
yang ada. Hal ini merupakan tantangan bagi hakim yang seharusnya dapat
mengurangi perkara narkotika yang ada di Indonesia melalui kinerjanya. Oleh
karena itu, lembaga peradilan melalui hakim sebagai salah satu penegak hukum di
Indonesia sangat berperan penting dalam menangani permasalahan ini melalui
penegakan hukum yang berkeadilan.

Hukum di Indonesia menyatakan bahwasannya narkotika hanya dapat
digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Diluar kepentingan tersebut setiap orang yang
menggunakan narkotika tanpa hak dan secara melawan hukum merupakan
penyalahgunaan narkotika yang mana dapat dipidana menurut ketentuan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa
pasal dalam undang-undang narkotika yang termasuk dalam tindak pidana
narkotika ialah sebagai berikut :

1. Dilarang menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, atau

menyediakan narkotika Golongan 1 (Pasal 111 Ayat 1)

2. Dilarang menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman. (Pasal 112 Ayat 1)

3. Dilarang menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar  Narkotika

Golongan I. (Pasal 114 Ayat 1)

8 Indonesia,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Pasal 111 Ayat 1, Pasal 112 Ayat 1, Pasal
114 Ayat 1, Pasal 127 Ayat 1.



4. Dilarang digunakan untuk diri sendiri atau pribadi. (Pasal 127 Ayat 1)

Salah satu kasus narkotika baru-baru ini yang menempuh upaya hukum
cukup panjang. Peristiwa ini menimpa seorang ibu rumah tangga berusia 22 tahun
diduga atas kasus kepemilikan 2 butir pil ekstasi. Pada kasus ini Jaksa Penuntut
Umum mendakwakan Pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 Undang-Undang
Narkotika. Akan tetapi, pada Putusan Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht
hakim memutuskan sebagai berikut:®

1. Menyatakan Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus terbukti secara sah
serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna
narkotika golongan | untuk diri pribadi.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan pengurangan pidana dengan masa penahanan dan
penangkapan yang sudah dijalani Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Diketahui dari amar putusan diatas judex factie pengadilan negeri
memutuskan perkara tersebut diluar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Sama
halnya juga yang diputuskan judex factie pengadilan tinggi pada Putusan Nomor
253/P1D/2021/PT Plg yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/Pn Lht.

Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) akhirnya
memutuskan terdakwa Krismonika tidak bersalah atas kasus tuduhan kepemilikan

2 butir pil extasy. Hakim mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi

9 Putusan Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht



terdakwa Krismonika dan menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum
(JPU) pada Kejari Lahat. Salah satu alasan kasasi Terdakwa yang menjadi
pertimbangan hakim Mahlamah Agung, karena judex factie (Pengadilan Negeri
dan Pengadilan Tinggi) sudah salah dalam menerapkan hukum, juga judex factie
salah menerapkan hukum acara pidana dan telah melampaui wewenangnya. Oleh
karena itu, berdasarkan atas Putusan Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 yakni
menyatakan Krismonika Gusta tidak terbukti bersalah secara sah melakukan
tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu Krismonika dibebaskan dan
keluar dari tahanan dan mendapat pemulihan hak dalam putusan hakim.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas penulis
tertarik untuk mengetahui, apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah
Agung dalam Putusan MA No. 2061 K/ PID.Sus/2022 dan bagaimana
pelaksanaan hak Terdakwa dalam hal ini mengenai rehabilitasi seperti amar dalam
putusan tersebut. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum
dan asas kemanfaatan. Hal ini demi memelihara keseimbangan dalam masyarakat
yakni, agar setidaknya menumbuhkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum
untuk kedepannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
secara khusus menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul
“Pertimbangan Hukum Terhadap Judex Factie Dalam Tindak Pidana

Narkotika Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022”

10 Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022



B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah :
1. Apa dasar pertimbangan hakim mahkamah agung terhadap kesalahan
judex factie dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Mahkamah
Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 ?
2. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa
yang diputus bebas menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan pada skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim mahkamah
agung terhadap kesalahan judex factie dalam tindak pidana narkotika pada
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan dan pelaksanaan
rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas dalam hukum acara
yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis skripsi ini bisa memberikan manfaat secara teoritis, yaitu
sekurang-kurangnya dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap
hukum acara pidana dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika,
terutama mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap

judex factie di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta pengetahuan



pengaturan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputuskan bebas di
pengadilan.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi mahasiswa
mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap judex factie dalam
tindak pidana narkotika serta bagaimana pengaturan rehabilitasi
terhadap terdakwa yang diputuskan bebas di pengadilan.

b. Bagi Penegak Hukum
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para
penegak hukum terutama hakim pada Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi dalam menyelesaikan perkara narkotika agar
tidak terjadi lagi kesalahan mengadili oleh judex factie.

c. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah untuk
memperjelas  ketentuan mengenai hukum acara dalam
menyelesaikan perkara narkotika sehingga hakim dalam memutus
suatu perkara mengacu pada pedoman yang sudah ditentukan.

d. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
pengetahuan kepada masyarakat khususnya terkait dengan
pengaturan dan penyelesaiaan perkara narkotika yang benar

menurut hukum positif di Indonesia.
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E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini hanya terbatas pada analisis
pertimbangan hakim agung terhadap judex factie Pengadilan dibawahnya dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor : 2061 K/Pid.Sus/2022 dan rehabilitasi
terhadap terdakwa yang diputus bebas terkhususnya pada putusan ini.
F. Kerangka Teori
1. Teori Pertimbangan Hakim
Putusan hakim merupakan puncak akhir dari suatu perkara yang
sedang diperiksa dan diadili oleh hakim selama di persidangan. Hakim
memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:*

1. Keputusan hakim terhadap peristiwa hukum, benarkah terdakwa
telah  benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan
kepadanya.

2. Keputusan hakim terhadap hukumnya, apakah tindakan yang
dilakukan terdakwa tersebut adalah suatu tindak pidana dan
benarkah terdakwa bersalah secara meyakinkan dan dapat di jatuhi
pidana.

3. Keputusan hakim terhadap pidananya, apakah terdakwa dapat
bertanggug jawab atas perbuatannya dengan kata lain terdakwa
memang bisa di pidana.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang

1 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press,
2020). him. 74.
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dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan
putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:?

1) Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan yaitu adanya keseimbangan diantara unsure
atau syarat yang ada di dalam Undang Undang dengan kepentingan
para pihak yang berhubungan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim
atau diskresi. Diskresi yang dilakukan hakim tersebut dengan
menyesuaikan pada keadaan dan hukuman yang wajar untuk setiap
pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang
berperkara, yaitu korban dan terdakwa dalam penjatuhan putusan.
Pendekatan ini lebih menggunakan intuisi daripada pengetahuan
dari Hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan
Dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim,
penjatuhan pidana dalam pandangan pendekatan keilmuan proses
penjatuhan pidana ialah dilakukan secara sistematis dan harus
penuh dengan kehati-hatian terutama yang terkait dengan putusan-
putusan hakim terdahulu.*®

4) Teori Pendekatan Pengalaman

12 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011). him. 105-113.
Bbid.
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Penggunaan teori ini diambil dari pengalaman dari seorang hakim
itu sendiri selama hakim tersebut menyelesaikan dan menangani
perkara dalam kesehariannya.*

5) Teori Ratio Decidendi
Teori ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek yang
berhubungan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan
berdasarkan landasan filsafat, lalu mencari aturan yang tepat dan
cermat dalam undang-undang terhadap pokok perkara yang
dipermasalahkan sebagai legalitas dalam penjatuhan putusan.
Selain itu, pertimbangan hakim harus berdasarkan pada motivasi
yang jelas untuk memenuhi rasa keadilan dalam menegakkan
hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.*

6) Teori Kebijaksanaan
Aspek dari teori ini dalam hal membimbing, mendidik, membina
dan melindungi terdakwa adalah tanggung jawab pemerintah,
masyarakat, orang tua, dan keluarga, agar kelak kedepannya
menjadi manusia yang berguna bagi dirinya keluarga, lingkungan

masyarakat serta bangsanya.®

. Teori Pembuktian

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan ialah

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam

“Ibid.
Bbid.
'8]bid.



13

suatu permasalahan atau sengketa. Sedangkan pembuktian adalah upaya
meyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para
pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana
yang didakwakan.!’ Jadi, pembuktian merupakan upaya hukum untuk
membuktikan kedudukan hukum bagi para pihak yang dilakukan dengan
memberikan kejelasan dan didasarkan atas dalil-dalil hukum yang
disampaikan oleh para pihak, sehingga bisa memperoleh deskripsi yang
jelas pada hakim untuk menciptakan kesimpulan dan  menghasilkan
keputusan mengenai kebenaran dan kesalahan pihak-pihak yang sedang
berperkara. Terdapat beberapa teori pembuktian yakni sebagai berikut :
1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif
(Positief Wettelijke Bewijs Theorie)
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (Conviction
Intime)
3. Teori pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis (La
Conviction Rais Onnee)
4. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (Negatief
Wettelilke Bwilstheorle)*®
Negara Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian berdasarkan
undang-undang secara negatif (negatief wettelijk). Dalam sistem

pembuktian ini didasarkan pada sistem pembuktian yang ganda, yakni

17 Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001). him. 1.
8 Ali dan Muhammad Igbal Imron, Hukum Pembuktian (Banten: Unpam Press, 2019),
him. 3-6.
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pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim.® Hal
tersebut dapat dilihat dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan :2°
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian
positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim Artinya,
hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa tidak semata-mata hanya
terikat pada kekuatan alat bukti yang diatur dalam Undang- Undang saja

tetapi, didukung pula dengan keyakinannya apakah terdakwa benar-benar

melakukan kesalahan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Akar dari munculnya teori perlindungan hukum ialah bermula dari
teori hukum alam dari aliran hukum alam. Aliran ini berujar bahwa hukum
itu berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara moral
dan hukum tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang
bahwa moral dan hukum adalah cerminan dan aturan secara luar dan
dalam dari kehidupan manusia yang diwujudkan berdasarkan hukum dan
moral.?

Beberapa pendapat ahli berkenaan dengan perlindungan hukum

dikutip sebagai berikut:

254,

19 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). him.

20 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183
21 Satjipto Raharjo, llmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). him 53.
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1. Menurut Philipus M. Hadjon, tindakan pemerintah yang bersifat
preventif dan represif merupakan bentuk perlindungan hukum bagi
rakyat, yaitu :22

a. Perlindungan hukum vyang preventif bertujuan untuk
mencegah terjadinya konflik, hal ini menjadikan tindakan
pemerintah harus berhati — hati dalam pengambilan
keputusan berdasarkan diskresi.

b. Perlindungan hukum vyang represif bertujuan untuk
menyelesaikan  konflik  atau  perkara, termasuk
penyelesaian dan penanganannya di lembaga peradilan.

2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum ialah adanya usaha
melindungi kepentingan seseorang dengan cara memperuntukan
suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepada seseorang itu untuk
bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.?®

3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya
untuk mempertahankan hak seseorang dan melindungi dari
tindakan semena-mena oleh penguasa yang bertentangan dengan
aturan hukum, hal ini untuk mewujudkan kedamaian sehingga
menjadikan manusia agar bisa menikmati martabatnya sebagai

manusia.

22 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Graha llmu, 2015).
him. 30.
23 Satjipto Raharjo,Op.Cit.,.hIm. 55.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi yakni
penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Penelitian hukum
ini biasa disebut penelitian huikum normatif-empiris (applied law
research). Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian ini ialah penelitian
yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk
perilaku hukum. Penelitian ini bermula dari ketentuan hukum positif
tertulis yang diberlakukan pada peristiva hukum in concreto dalam
masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua
tahap kajian, yaitu tahap pertama adalah kajian megenai hukum normatif
yang berlaku dan tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat
diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.?* Penulis
menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap judex
factie dalam tindak pidana narkotika dengan menggunakan sumber bahan
hukum penelitian normatif yang didukung data empiris. Objek yang diteliti
pada skripsi ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061

K/Pid,Sus/2022.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim

24 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, 1st edn (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2004). HIm. 52.
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dibagi menjadi tujuh yang meliputi:

a.

b.

g.

Pendekatan perundang-undangan
Pendekatan konseptual
Pendekatan analitis

Pendekatan historis

Pendekatan filsafat

Pendekatan perbandingan

Pendekatan kasus.?®

Peneliti dalam membuat skripsi menggunakan beberapa pendekatan yakni :

1)

2)

3)

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan tindak
pidana narkotika.

Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini  menggunakan putusan
Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 yang dilakukan
dengan menerapkan norma atau kaidah hukum yang berlaku
dilakukan dalam praktik hukum pada sebuah kasus.

Pendekatan Analisis (Analytical Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis segala bahan

hukum yang didapat demi mendapati pengaplikasiannya dalam

25 Johnny lbrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu
Media Publishing, 2008). him. 300.
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praktik dan putusan-putusan hakim.

3. Sumber Bahan Hukum.
Penelitian ini merupakan data sekunder yang mana terdiri atas bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier.?®

1) Bahan Hukum Primer terdiri dari aturan hukum mengenai tindak
pidana narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022.

2) Bahan Hukum Sekunder?” yang digunakan buku hukum, jurnal
hukum yang berisi penelitian sebelumnya, dan pandangan para ahli
hukum (doktrin).

3) Bahan Hukum Tersier berupa ensiklopedia hukum dan kamus

bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Bahwa penulis dalam penelitian ini  menggunakan teknik
pengumpulan bahan hukum vyaitu library research yang dapat disebut
dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Library research yaitu
penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data
dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku
tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan

surat kabar. Selain itu dapat dilakukan dengan pengkajian informasi

26 Amirudin dan H. Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2006). him. 118.
27 Muhaimin, Op.Cit., him. 60.
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tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi
tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum
meliputi: 1. (Pembuat) Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang 2.
(Hakim) Pengadilan 3. Pihak yang berkepentingan 4. Ahli hukum 5.
Peneliti hukum.?® Oleh karena itu peneliti mengumpulkan bahan hukum
yakni dengan :
a. Menelaah buku-buku, jurnal ilmiah, putusan hakim dan aturan
hukum mengenai tindak pidana narkotika serta bahan hukum dari
internet

b. Wawancara dengan ahli hukum pidana

. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses
penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian
akan terjawab pada tahap ini. Analisis data adalah suatu kegiatan yang
bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil
suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil
pencatatan.?® Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian
hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian
hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau

konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.

164.

28|bid., him. 66.
29 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, 1st ed. (Banten: Unpam Press , 2019). him. 163-
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Adapun sifat penelitian adalah preskriptif kualitatif yaitu untuk
memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.
Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi
mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum
terhadap isi putusan serta memberikan penilaian terhadap pertimbangan
dan dasar hukum hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum

formil dan materil. hukum formil dan materil..2°

. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk penelitian hukum normatif biasanya disimpulkan dengan
menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu
permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang
dihadapi.®® Oleh karena itu penulis memilih metode deduktif untuk

penarikan kesimpulan.

30 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011). him. 141.
31 Muhaimin, Op.Cit.,. him. 71.
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